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SETIAP fraksidi Radan |egis-
lasi (Haleg) DFR akhivnys moe-
nemukan titik tangah sebaga
snlusi atas perbedaan terha-
dap beberapa deaf pasal di
RUY Tindak Pulana Kekerasan
Seksual [TPRS,

al i dikermukakan Ketua
Parija Pembahasan RUL TRRS
Willy Aditya di Jukarta, ke
maritt.

"Posisi RUU TPES tinggal
menunggn diparipurnikan
sehagal usulan inisiatil DR
Setelah it kami menungeu
st presiden (surpresi untuk
memulal pembahasan lebih
lanjut," kata Willy.

Willy melanjutkan, jika ti-
fdak ada kendala, RUU TPRS
disahkan menjadi undang-
undang pada Marat 2022
“Tarpanmung kapan Presiden

menerhitkan surpres berikut
daftar inventaris masalahke
[3PR. Paling lama 1,3 bulan.”

[ penghujung tahun lalu,
REALTERS urung disahkan di
papar paripuena PR karena
masih terganfal beberapa
persoalan krustal

Partarma, soaljudul, Awal
nya sudalh disepakau-RUU
TPRA. Lialu Fraksi PES meng-
usulkin azar judul dinbah
niepjadi Tindak Fidin Kesu-
silian. Adipun‘Fraksi FPP
mengustlkan menjadi Tindak
Pidana Seksual (TPS). Politikus
DI mangusulkan penam-
biahan kata ‘pencepahan’
Akan tatapl, akhirnya panja
menvepakat judul terap BUU
TPKS.

Redua, sejumlah fraksi me-
rinea urotan hah KU TERS

dihah. Salzh satunya usulan
hal pencegahan diletakkan
di awal, Namun, pamja me-
nyepakati baltarsebut tetap
dihelakang kavana Berdasar-
kan logika nbjek harus distur
terlebih dahuh,

Kenga, Terkait pasal 6 dan
Tiegimasuleasie dan konside
PR PETT koniroversl
karena ada frakss vang men
desik untuk memasukkan
normi s dan buday

Betua DPF Parta; Golkar
Christing Aryans melaul ke
terangan teriulis mengen-
kakan partainya mendukung
pembahasan RUU TPKS, “Da-
lam pembahazan dengan
pemerintah tetap membuka

Tuang partisipasi publik, Dral

RUL TPRS sudah banyak pe-
nyesuaizn. Tidak lagi sekadar

kepastivn hukum dan perlin:
dungin korban, Wwlapi juga
wpiya pencegahan,”

Menkum dan HAM Yasonna
Laoly menjeliskan pamerin-
tahl segera mengirim surpres
pambahasan RUU TPES ke
DPH. “Gaya sudah berkomu-
nikasi dengan Ketus Raleg.
Pemerintah sudah sangat
slap.”

sernantnra i, Wakil Ketua
WER Lestari Moesdijar mene-
gaskan bahwajaminan kepas
nian ks dan perlingiingan
bagl kerban kekerasan sek
sual harus terpenuhi dalam
UL TPES,

“Romilmen meeperce il
pernbrhasan RUUTPES hirus
Berpregang padda ljuan babow
produk undang-undang yang
dihasilkan mampu menjadi
dasar bagi para penegak hu-
kum untuk menangani kasus-
kasus tindak pidana kekerasan
saksual secird komprehensit”
tandis perampuan vang akrab
disapa Rerie it di jakarta, ke
marin. (U At RO -3
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